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TENTANG

PEITBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG 
' 

JASA
PAD,{ LITTIGKUP SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 201{

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa untuk menunjang kelancaran kerja Pengadaan Barang /
Jasa pada Satuan Keqia Sekretariat Daerah Kabupaten Ha{mahera
Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Tender sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa mereka yang diangkat / ditunjuk sebagai Panitia Tender /
Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Barang I Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi
syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai
Panitia dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Lingkup
Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2011.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor43Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 't Tahun 2003 tentang Pembentukan /
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, i
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan KotaT-
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; /

2.

3.

Jalan Pengabdian No 1 Desa Jati Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku utara Telp. (0922) 2221001, Fax. (0522) 2221001



a

-2-

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana felah diubah dengan Undangrundang Nornor
12 Tahun 2008;

8" Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2AA4 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

l4.Peraturan Presiden R.l Nomor 54 Tahun z01.A tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

lS.Keputusan Presiden R.l Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Keputusan Presiden R.l Nomor 42 Tahun 2AO2 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania
Negara;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2AA7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

I
lg.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun /

2911 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan-Belaniat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011- /

/
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkup Satuan
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan
Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung iawab
penuh dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2411;

Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT PAnAF

Sekretaris Daerah /t9"{u
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra w
Kabag Umum & Perlengkapan Ja- a-u

Kabag Hukum & Organisasi v*) lrq

Tembusan:
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubemur Maluku Utara di Softfi,
3. Ytb. Kepala Dinas PP\(AD Kab. Halmahera Barat diJailolo
4. Yth. lnspektur lnspektorat Kab. Halmahera Barat diJailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal, i: l::-:-::,....i1t;i 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
F{OMOR : 93.& TAHUN 2011

TANGGAL , 
- 
il Sebruani 24fi

TENTANG : SU$UNAN PANITIA PENGADAAN BARANG I JASA PADA LINGKUP

SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA

BARAT TAHUN ANGGARAN 24fi.
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KEDUDUKAN DALAM

TIM
KET

1.

2.

3.

AnharAlauddin, SE
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